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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Di Indonesia lembaga keuangan sangat penting dalam kehidupan masyarakat 

terutama dalam sektor perekonomian. Hal ini dikarenakan banyak orang yang 

menggunakan lembaga keuangan untuk melakukan kegiatan yang berhubungan 

dengan bisnis. Pengertian Lembaga Keuangan menurut Pasal 1 butir b  UU No 14 

Tahun 1967 tentang Pokok- Pokok Perbankan adalah semua badan yang melalui 

kegiatan- kegiatannya dibidang keuangan, menarik uang dari dan menyalurkan ke 

dalam masyarakat. Di Indonesia dikenal adanya dua lembaga keuangan yaitu 

lembaga keuangan berbentuk bank dan lembaga keuangan bukan berbentuk bank1 

. Lembaga keuangan baik berbentuk bank maupun bukan bank dapat digunakan 

oleh masyarakat berdasarkan tingkat kebutuhan yang diinginkan masyarakat. 

Pengertian perbankan  menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan adalah  segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup 

kelembagaan,kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan 

usahanya. Pengertian bank sendiri menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

tentang Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit dan atau bentuk- bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

                                                
1 Th. Anita Christiani,.2001. Hukum Perbankan. Universitas Atma Jaya, Yogyakarta,hlm.1. 
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rakyat banyak.2 Bank didirikan dengan tujuan yang tercantum dalam Pasal 4 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu menunjang pelaksanaan 

pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan 

ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. 

Fungsi Bank menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah 

sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Masyarakat telah memberikan 

kepercayaannya kepada bank untuk menyimpan dana. Bank di Indonesia terdapat 

2 jenis yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat yang diatur dalam Pasal 5  

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Nasabah merupakan pihak yang 

menggunakan jasa bank, hal tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 16 Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam UU Perbankan dikenal adanya istilah 

nasabah penyimpan yang terdapat dalam pasal 1 angka 17 yaitu  nasabah yang 

menempatkan dananya dalam bentuk simoanan berdasarkan perjanjian bank 

sebagaimana dimaksud dalam undang- undang yang berlaku.   

 Hubungan antara bank dan nasabah dapat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu 

hubungan bank yang bersifat kontraktual dan hubungan yang bersifat non 

kontraktual. Hubungan Kontraktual adalah hubungan antara bank dengan nasabah 

dituangkan dalam bentuk tertulis dimana isinya dibuat oleh salah satu pihak dan 

pihak tersbeut adalah pihak yang biasanya mempunyai posisi tawar yang lebih kuat 

                                                
2 Th. Anita Christiani,.2001. Hukum Perbankan. Universitas Atma Jaya, Yogyakarta,hlm.19  
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dalam hal ini adalah pihak bank, sedangkan pihak lainnya cukup memberikan tanda 

tangan sebagai tanda persetujuan. Hal ini biasanya terjadi saat melakukan 

pembukaan rekening di bank atau pada perjanjian kredit di bank. 3 

 Hubungan non kontraktual adalah hubungan bank dengan nasabah yang 

tidak dituangkan dalam bentuk tertulis, tetapi hubungan tersebut selalu menjiwai 

dan ada pada hubungan antara bank dan nasabah. Ada tiga hubungan non 

kontraktual tersebut yaitu hubungan kepercayaan, hubungan kerahasiaan, dan 

hubungan kehati – hatian. Hubungan kepercayaan ada dalam hubungan bank 

dengan nasabah karena tanpa kepercayaan dari nasabah maka bank tidak dapat 

beroperasi. Bank harus secara sungguh – sungguh menjaga kepercayaan nasabah 

ini. Bank dalam kegiatan penghimpunan dana, kepercayaan masyarakat menjadi 

modal yang sangat besar supaya mereka mau menyimpan ataupun menggunakan 

jasa perbankan dilembaga perbankan. Symons, Jr. mengatakan bahwa hubungan 

debitur dan kreditur semata, melainkan lebih dari itu. 4 

 Hubungan kehati – hatian adalah kelanjutan hubungan kepercayaan. Upaya 

bank untuk mempertahankan kepercayaan nasabah terhadap lembaga perbankan 

maka lembaga perbankan harus menerapkan prinsip kehati – hatian dalam 

mendirikan sebuah bank dan pada saat bank tersebut beroperasi. Prinsip kehati – 

hatian tersebut menjadi kunci bagi sebuah bank untuk tetap eksis dalam dunia 

perbankan dan membangun serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap 

lembaga perbankan.  

                                                
3 Th. Anita Christiani, Op.Cit., hlm. 25. 
4 Zulkarnain Sitompul,2006, Dasar Filosofi Keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan,. 

Universitas Indonesia.hlm 2. 
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 Hubungan antara bank dan nasabah yang terakhir adalah hubungan 

kerahasiaan. Hubungan tersebut sangat diperlukan untuk mempertahankan 

kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan., memelihara dan 

meningkatkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank ialah kepatuhan 

bank terhadap kewajiban rahasia bank. Kepercayaan nasabah merupakan hal 

penting yang harus dijaga, sehingga bank untuk tidak mengungkapkan keadaan 

keuangan dan transaksi nasabah, serta keadaan lain mengenai nasabah yang 

bersangkutan kepada pihak lain.5 

 Dilihat betapa pentingnya untuk menjaga kepercayaan nasabah tersebut 

maka bank memiliki dasar hukum mengenai ketentuan mengenai rahasia bank yang 

terdapat dalam Undang- Undang Perbankan yaitu Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan. Pengertian rahasia bank oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

Pasal 1 ayat 28 menyatakan, “Rahasia bank adalah segala sesuatu yang 

berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya” 

 Dasar hukum rahasia bank terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan yang diundangkan pada tanggal 10 November 1998 dalam Pasal 40 ayat 

1 yang menyebutkan bahwa, "Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai 

nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 44 dan Pasal 44A". Pengecualian yang terdapat 

dalam pasal 40 ayat 1 diatur lebih lanjut juga dalam Ada pengecualian yang lain 

                                                
5 Th. Anita Christiani, Op.Cit., hlm. 82-83 
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yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 

Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi 

Undang-Undang dalam pasal 2 yang mengatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak 

berwenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dari lembaga jasa keuangan yang 

melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga 

jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain yang dikategorikan sebagai lembaga 

keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian 

internasional di bidang perpajakan. 

 Pengertian rahasia bank pada umumnya  adalah semua yang berhubungan 

dengan nasabah baik data atau apapun yang menjadi hak nasabah harus dijaga baik- 

baik dan jangan sampai diketahui pihak lain yang tidak memiliki kepentingan atas 

data tersebut,6 

 Dilihat dari yang terjadi di kenyataannya, data nasabah tersebut ternyata 

tidak aman dan bahkan diperjual belikan oleh pihak yang tidak lain adalah pihak 

internal bank itu sendiri, yang kemudian membuat resah banyak nasabah. Hal ini 

dilakukan dengan customer service bank yang merupakan pihak outsourching 

membuka sistem yang dapat mengakses data nasabah yang diperoleh dari ban 

BRIn, lalu ia mencatat dan menelepon melalui call center untuk mendapatkan data 

nasabah yang masih aktif  lalu memasarkan produknya kepada orang lain seperti 

asuransi, kartu kredit. 

                                                
6 http://e-journal.uajy.ac.id/3630/2/1HK09845.pdf diakses tanggal 27 Agustus 2018 
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 Kasus pemberian data nasabah ini sudah sering terjadi diantaranya :BI 

kembali menemukan maraknya penyalahgunaan data nasabah kartu kredit. Kepala 

Biro Pengembangan dan Kebijakan Sistem Pembayaran Direktorat Akunting dan 

Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Aribowo mengatakan data-data itu 

diperjualbelikan kepada sesama perusahaan outsourcing yang disewa penerbit kartu 

kredit.7 

Outsourcing sebuah bank tersebut, menggunakan data para nasabah untuk 

menawarkan kartu kredit dan selanjutnya data tersebut akan digunakan untuk 

mengisi formulir aplikasi pengajuan kartu kredit si nasabah. Oleh sebab itu, banyak 

keluhan dari masyarakat mengapa sering menerima telepon yang menawarkan kartu 

kredit ataupun surat yang datang ke rumah dimana berisi aplikasi kartu kredit yang 

telah lengkap bahkan bersama kartu kreditnya. 

Berdasarkan kasus yang terjadi di masyarakat bahwa pihak bank terkadang 

lalai dalam menjaga kerahasiaan data nasabahnya yang menimbulkan keresahan 

kepada nasabah yang telah mempercayai bank untuk menyimpan dananya, serta 

kurangnya tingkat keamanan yang dilakukan bank sehingga jual beli data nasabah 

tersebut dapat terjadi  Oleh karena itu, akan dijelaskan lebih rinci  dalam penuliasan 

yang berjudul “Analisis Hukum Penggunaan Data Nasabah Yang Dilakukan Pihak 

Bank Yang Digunakan Dalam Penawaran Kartu Kredit Dilihat Dari Prinsip 

Kerahasiaan Bank” 

 

                                                
7 http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cd14230e0e01/praktik-jual-beli-data-nasabah-kartu-
kredit-marak diakses tanggal 27 Agustus 2018 
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B. Rumusan Masalah 

Pokok permasalahan yang akan diuraikan berdasar latar belakang yang telah 

dijelaskan adalah : 

1. Apakah data nasabah yang diperoleh customer service bank untuk menawarkan 

kartu kredit melalui call center  termasuk obyek dalam rahasia bank ? 

2. Apakah penggunaan data nasabah oleh pihak bank merupakan sebuah  

pelanggaran mengenai kerahasiaan bank ? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui apakah data nasabah yang diperoleh customer service bank 

untuk menawarkan kartu kredit melalui call center termasuk obyek dalam 

rahasia bank 

2. Untuk mengetahui apakah penggunaan data nasabah oleh pihak bank 

merupakan sebuah pelanggaran mengenai kerahasiaan bank  

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

a. Secara teoritis 

 Hasil penelitian ini diharapakan dapat bermanfaat dan berguna bagi 

perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum  

pada khusunya hukum perbankan. 

b. Secara praktis 

1) Untuk pihak bank, diharapkan dapat mengetahui bahwa menjaga 

kerahasiaan data nasabah merupakan hal yang penting 
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2) Untuk masyarakat , agar lebih berhati- hati dan mengetahui hak yang 

didapat jika terjadi pelanggaran kerahasiaan bank dengan memberikan 

informasi data nasabah 

E. Keaslian Penulisan  

 Penelitian ini merupakan penelitian yang dikaji sendiri dan berbeda dengan 

penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain dan tidak mengandung unsur 

plagiasi terhadap karya tulis ataupun penulisan hukum lainnya .Penelitian ini telah 

dibandingkan dengan beberapa penulisan hukum di antaranya: 

1. Indriani Puspita Arum, 08 05 09845 dari Fakultas Hukum Atma Jaya 

Yogyakarta, dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindakan Bank Memberikan 

Informasi Nasabah Terhadap Pihak Asuransi Dalam Penyelenggaraan Prinsip 

Kerahasiaan Bank”. Rumusan masalah dari penelitian tersebut adalah apakah 

tindakan bank memberikan informasi nasabah terhadap pihak asuransi 

melanggar kewajiban bank dalam hal kerahasiaan bank yang diatur dalam 

undang – undang perbankan? Lalu hasil dari penelitian tersebut adalah 

Tinjauan Yuridis Tindakan Bank Memberikan Informasi Nasabah Terhadap 

Pihak Asuransi Dalam Penyelenggaraan Prinsip Kerahasiaan Bank bukan 

merupakan suatu pelanggaran kewajiban bank dalam hal kerahasiaan bank 

yang diatur dalam undang – undang perbankan yang terdapat pada Undang – 

Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 

7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 

  Perbedaan penulisan hukum/ skripsi Indriani Puspita Arum dan 

penulis terlihat pada objek yang akan diteliti dimana penulis lebih mengarah 
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pada pihak kredit dan outsourching , sedangkan Indriani Puspita Arum lebih 

mengarah pada pihak asuransi. 

2. RILDAYANTI MEDITA, 06 05 09301 dari Fakultas Hukum Universitas 

Atma Jaya Yogyakarta, dengan judul ”PERLINDUNGAN HUKUM BAGI 

NASABAH TERHADAP KEAMANAN DATA PRIBADI NASABAH 

DALAM LAYANAN INTERNET BANKING”. Rumusan masalah dari 

penelitian tersebut adalah  

 1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi nasabah terhadap keamanan   

data pribadi nasabah dalam layanan internet banking?  

 2. Upaya hukum apa saja yang harus dilakukan oleh nasabah jika data pribadi 

nasabah dalam layanan internet banking tidak terlindungi? 

Lalu hasil dari penelitian tersebut adalah  

1. Dalam segi aturan-aturan hukum perbankan yang ada di Indonesia, dilihat 

dari : a. Dari segi perlindungan hukumnya yang telah diberikan pihak 

perbankan masih kurang untuk melindungi para nasabahnya, meskipun 

berbagai regulasi telah ada untuk melindungi nasabahnya tetapi regulasi 

tersebut nyatanya belum sepenuhnya untuk melindungi pihak nasabah, karena 

mengingat bank bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan oleh 

bank atas dasar kepercayaan dari masyarakat. Maka dari itu setiap bank ha 96 

yang dilakukan melalui penerapan transparansi produk internet banking 

belum sepenuhnya dilakukan karena belum menginformasikan antara lain 

risiko produk, prosedur pengaduan jika terjadi permasalahan, dan batasan 

ganti rugi yang akan diberikan. Perlindungan terhadap sistem keamanan 

teknologi informasi internet banking dilakukan dengan memenuhi 
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aspekaspek confidentially, integrity, authentication, availability, acces 

control, dan non-reduption, namun tetap perlu dilakukan peningkatan 

kehandalan sistem teknologi internet banking, aspek perlindungan terhadap 

data pribadi nasabah dilakukan melalui pendekatan self regulation dan 

government regulation. Perlindungan terhadap keabsahan transaksi dilakukan 

dengan adanya pengakuan terhadap dokumen elektronik transaksi sebagai 

alat bukti yang sah dan hal tersebut tertera dalam formulir perjanjian antara 

bank dengan nasabah. Perlindungan terhadap penyelesaian sengketa 

dilakukan dengan tersedianya beberapa pilihan media baik melalui jalur luar 

pengadilan maupun melalui pengadilan. Bentuk pertanggungjawaban 

terhadap pengguna internet banking apabila terjadi masalah tergantung pada 

penyebab kerugian, apabila ternyata kerugian materiil yang di diderita oleh 

nasabah bank pengguna internet banking diakibatkan oleh karena kesalahan 

dan pihak bank, maka pihak bank bertanggungjawab memenuhi tuntutan 

nasabah memberikan ganti kerugian. c. Dari segi keamanan juga perlu untuk 

ditingkatkan terutama mulai dari sistem peralatannya dalam pengoperasian 

website, PIN, User ID, dan pencegahan terhadap virus. Sehingga diperlukan 

pengawasan yang lebih baik dalam hal tersebut. 2. Dalam upaya hukum yang 

dilakukan, nasabah dapat melewati langkahlangkah yang ditempuh yaitu: a. 

Apabila terjadinya permasalahan kerugian yang timbul akibat kelalaian pihak 

bank, nasabah dapat melakukan langkah pertama yaitu melakukan pengaduan 

ke pihak bank dalam pelayanan pengaduan nasabah yang diatur pada PBI 

No.7/7/PBI/2005 jo PBI No. 10/10/PBI/2008 tentang Penyelesaian 

Pengaduan Nasabah. b. Apabila pihak nasabah masih belum merasa puas 
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akan pelayanan pengaduan nasabah dari bank, langkah kedua yang dilakukan 

adalah dengan menggunakan upaya mediasi. Dalam hal ini upaya mediasi 

telah disediakan oleh pihak perbankan, yang terdapat pada Peraturan Bank 

Indonesia (PBI) No. 8/5/PBI/2006 jo PBI NO.10/10/PBI/2008 tentang 

Mediasi Perbankan. 

  Perbedaan penulisan hukum/ skripsi Rildayanti Medita dengan 

penulis adalah pada rumusannya dimana dalam penulisan hukum/ skripsi 

Rildayanti Medita membahas perlindungan hukum bagi nasabah terhadap 

keamanan  data pribadi nasabah dalam layanan internet banking dan upaya 

hukum yang harus dilakukan oleh nasabah jika data pribadi nasabah dalam 

layanan internet banking tidak terlindungi sedangkan penulis memiliki 

rumusan masalah mengenai apakah data nasabah termasuk obyek rahasia 

bank dan apakah pemberian informasi data nasabah kepada pihak kredit dan 

pihak outsourching termasuk dalam pelanggaran rahasia bank. 

3. Muchammad Arya Wijaya, 13 05 11133 dari Fakultas Hukum Universitas 

Atma Jaya Yogyakarta dengan judul “PENGUNGKAPAN DATA 

NASABAH YANG DILAKUKAN OLEH PERS DITINJAU DARI 

PRINSIP KERAHASIAAN BANK “. Rumusan masalah dari penelitian 

tersebut adalah apakah tindakan Pers yang mengungkapkan Data Nasabah 

penyimpan dan simpanannya melanggar prinsip kerahasiaan Bank yang 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan? Hasil dari 

penelitian tersebut adalah 1. Tindakan media yaitu Pers yang mengungkapkan 

data nasabah penyimpan dan simpananya yang diatur dalam ketentuan 
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UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas 

UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, tidak melanggar 

ketentuan prinsip kerahasiaan bank yang diatur dalam UndangUndang 

Perbankan tersebut, karena pertama Pers bukanlah pihak yang wajib menjaga 

rahasia bank dan Pers tidak termasuk kedalam pihak-pihak yang terafiliasi 

sesuai dengan Pasal 1 angka 22 dan Pasal 47 Ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1992 tentang Perbankan, kemudian yang kedua informasi itu diperoleh 

bukan dari pihak-pihak yang wajib menjaga rahasia bank melainkan 

diperoleh dari dan atas persetujuan nasabah bank yang data dan jumlah 

simpanannya diungkapkan oleh Pers. Tindakan Pers yang mengungkapkan 

data nasabah penyimpan beserta jumlah simpanannya disebuah media, tidak 

melanggar prinsip kerahasiaan bank yang telah diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 80 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1992 tentang Perbankan. 

  Perbedaan penulisan hukum/ skripsi Muchammad Arya Wijaya 

dengan penulis adalah pada rumusannya dimana dalam penulisan hukum/ 

skripsi Muchammad Arya Wijaya membahas apakah tindakan Pers yang 

mengungkapkan Data Nasabah penyimpan dan simpanannya melanggar 

prinsip kerahasiaan Bank yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

tentang Perbankan sedangkan penulis memiliki rumusan masalah mengenai 

apakah data nasabah termasuk obyek rahasia bank dan apakah pemberian 
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informasi data nasabah kepada pihak kredit dan pihak outsourching 

termasuk dalam pelanggaran rahasia bank.   

F. Batasan Konsep 

Berdasarkan judul penelitian di atas, batasan konsep adalah : 

1. Bank  

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan 

atau bentuk- bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak8 

2. Nasabah  

 Nasabah merupakan pihak yang menggunakan jasa bank, hal tersebut diatur 

dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 

3. Rahasia bank  

Kerahasiaan Bank menurut Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 

angka 28 adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan 

mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. 

 

 

 

 

                                                
8 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan 
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G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Penelitian normatif  

yang merupakan penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum 

positif yang berupa peraturan perundang- undangan . Oleh karena itu, data-data 

yang akan dipakai dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian 

kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data-data sekunder, baik berupa 

bahan hukum primer, sekunder seperti konsep-konsep, doktrin-doktrin dan 

perundang-undangan atau kaedah hukum yang berkaitan dengan penelitian 

ini.9 

- Titik fokus : Norma Hukum positif berupa peraturan perundang-   

undangan  

- Data   : Data Sekunder 

2. Sumber Data  

 Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data kepustakaan. 

Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yaitu : 

a. Bahan hukum primer  

 Bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang 

tata urutannya sesuai dengan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang- 

Undangan yang berlaku  

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 28D ayat (1)   dan Pasal 

28G ayat (1). 

                                                
9 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Ed.1. 
Cet. 6 (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 13. 
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2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan  

3. Undang – Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.  

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan 

Perpajakan Menjadi Undang-Undang. 

5. Kitab Undang- Undang Hukum Perdata  

6. Peraturan Bank Indonesia No 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi 

Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi. 

7. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/14/PBI/2007 Tentang Sistem 

Informasi Debitur 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan pendukung dari bahan hukum primer 

yang berupa : 

Buku- buku, literatur, internet serta hasil penelitian yang membahas tentang 

masalah perbankan 

3. Cara Pengumpulan Data  

       a. Studi Kepustakaan  

Pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi 

kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder 

untuk mendapatkan data  yang diperlukan mengenai masalah yang akan 

diteliti. 

b. Wawancara  
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Selain itu juga akan dilakukan pengumpulan data melalui wawancara 

melalui narasumber yang dapat mengerti mengenai masalah yang akan 

diteliti,  yaitu Ibu Mela selaku pekerja Outsourcing di Bank BRI  dan Ibu 

Annisa Nindya F selaku bagian Kartu Kredit Bank BRI cabang Muntilan. 

c. Analisis Data  

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah 

cara analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan  dengan cara 

mengumpulkan semua data yang telah diperoleh, setelah data diperoleh lalu 

memisahkan data yang berhubungan dengan penelitian. Semua data yang 

diperoleh dikumpulkan menjadi satu, kemudian data yang dikumpulkan 

tersebut dideskripsikan, sehingga mendapatkan langkah untuk melakukan 

analisis data dengan menggunakan analisis data kualitatif sehingga dapat 

suatu kesimpulan. Penelitian hukum normatif dalam metode penarikan 

kesimpulan menggunakan metode penarikan kesimpulan deduksi yaitu 

metode penarikan kesimpulan yang diambil dari perarturan hukum yang 

umum kedalam kesimpulan hukum yang lebih khusus. Penelitian hukum 

normatif mengunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer 

sebagai data pendukung. Data sekunder diperoleh menggunakan metode 

kepustakaan sebagai data penunjang 

d. Sistematika Penulisan Hukum  

Sistematika penulisan  hukum ini terdiri dari :  

BAB I PENDAHULUAN  
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Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan 

konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan  

BAB II PEMBAHASAN  

Bab ini memberikan penjelasan mengenai tinjauan umum tentang bank, 

fungsi bank dan tujuan bank serta pihak yang terkait dalam 

permasalahan.  Pengertian kerahsiaan bank, teori kerahasiaan bank dan 

ruang lingkup rahasia bank sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1998 tentang perbankan.  

BAB III PENUTUP  

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan 

yang diteliti oleh penulis, bab ini juga berisikan beberapa saran dari 

penulis berdasarkan persoalan yang ditemukan dalam penulisan hukum 

ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




